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. KORUPSI KEPALA DAERAH (KDH)

Korupsi kepala daerah tak kunjung berhenti. Silih berganti kepala daerah ditangkap
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan saat mencalonkan diri dalam
pilkada pun, kepala daerah masih nekat korupsi. Tingginya biaya politik dan semakin
ketatnya persaingan dalam pilkada, menjadi faktor yang mendorong terjadinya korupsi.
Modus korupsi tidak banyak yang berubah. Penyalahgunaan wewenang yang berujung

pada transaksi suap-menyuap merupakan bentuk korupsi kepala daerah yang paling

banyak terungkap
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INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) 2021

Sangat
#2020 Bersih
Skor #2021 90-100
SKOR 80-89
7 70-79
3 Peringkat 60-69 —
50-59
102 40-49 |
30-39
Skor Indeks Persepsi Korupsi 20-29
Indonesia Tahun 2021 naik dari
Tahun 2020 sebesar 1 Poin. 10-19 =
Begitupun secara peringkat, naik 6 0-9
peringkat Korupsi
Tinggi

Sumber Data: Transparency International Indonesia (Tl Indonesia)
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KASUS KORUPSI DI MASA PANDEMI COVID-19

Mantan Bupati Minut Ikut Terseret Kasus Dugaan Korupsi Rp 61
Miliar Dana Covid-19

Korupsi Bansos Saat Pandemi, Juliari
Batubara Dinilai Layak Divonis Seumur

Hidup
Kasus Kolaka Timur, KPK Duga Ada Korupsi
Pengajuan Dana PEN

Reporter: M Rosseno A

Korupsi Dana Covid Sulut Modus CSR, 3 Pejabat EdNor Aditys Budimas
Terancam Pidana Mati

HONE NASIONAL

HOME ) NASONAL Mantan Kades di Lebak Banten Jadi Tersangka

Kepala Desa di Garut Dicokok Polisi atas Dugaan Korupsi Dana Covid-19
Tilap BLT Rp 374 Juta reorr

Editor

) ) o Diduga Terima Suap untuk Pengadaan Alkes Covid-19, Seorang
Korupsi Dana Hibah PEN, Mantan Kadis Pariwisata Buleleng Dokter Jadi Tersangka

Divonis 2 Tahun 8 Bulan Penjara

BAGIKAN OOGO )

Y 4
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STATISTIK KORUPSI DI INDONESIA

Tren Penindakan Kasus dan Potensi
Kerugian Negara akibat Korupsi (2017-2021)

Peringkat Korupsi

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

10 Permasalahan utama Indonesia
Menurut Generasi Muda (2022)

Korupsi

I——— 141
I 11.6
I /.5

Harga kebutuhan pokok
Krisis ekonomi

Pengangguran

Kebijakan pemerintah
Penegakan hukum tak adil
Kemiskinan

Krisis moralitas

Kualitas pendidikan

Intoleransi

I 55
I 5.2
I 4.6
I 4.1
I 4
. 3.2

Indonesia
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Nilai Potensi Kerugian Negara
4 4
Persentase Masyarakat dan Pelaku Usaha Jumlah Perkara dan Terdakwa Kasus Korupsi
19.8 yang melakukan suap ketika mengakses layanan publik (2018-2021)
19.62% 1,298 1,404
17.63% 18.32% 1,162 1,125 —
15.46%  —
m——— 1,282
I 1,052 1,019
Masyarakat Pelaku Usaha 2018 2019 2020 2021
W 2021 = 2022 ——Jumlah Terdakwa =——Jumlah Perkara
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KPK = Tahun 2019
Profesi Tersangka
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KASUS KORUPSI DI TAHUN 2019 - 2021

KPK = Tahun 2021
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Lanjutan....

409

Jumlah Tindak Pidana Korupsi
berdasarkan Jenis Perkara (2004-2021)

44~ % 2511

50

H Penyuapan

m Pengadaan barang/jasa

® Penyalahgunaan anggaran
Pencucian uang

m Pungutan/pemerasan

H Perizinan

m Perintangan penyidikan

& <&
%’z} Q)’b(\

EDPR dan DPRD

® Kementerian/Lembaga

= BUMN/BUMD

Komisi

® Pemerintah Provinsi

u Pemkab/Pemkot

Jumlah Tindak Pidana Korupsi
berdasarkan Wilayah (2004-2020)

23 22 16 15 14 13 12
[ ] [ | [ |
> > > X C N
Q’bQ QQ\,Q} \’b(éo %,Z}(—)Q’ vg,@ 5 \)\ré c)\) éo/b

Jumlah Tindak Pidana Korupsi
berdasarkan Instansi(2004-2021)
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Jumlah Tindak Pidana Korupsi
berdasarkan Profesi (2004-2021)
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DATA KEPALA DAERAH DAN ASN YANG
JADI TERSANGKA DI KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI

(KPK)

“ o ““

2019
2020 10 19 29
2021 20 16 36

2022 Belum terdapat update laporan tahunan
33 52 85
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PENYEBAB KORUPSI

KOMPAS

73.7% Mencukupi kebutuhan gaya hidup atau untuk
: mendapatkan uang lebih
Berdasarkan hasil

survey Kompas
yang dipublikasikan Adanya tekanan atau ancaman dari atasan

pada tanggal 6
Keinginan /nafsu pribadi
’

Desember 2021
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TITIK RAWAN KORUPSI DI PEMERINTAH DAERAH

Perencanaan APBD:
01 * Pembagian dan pengaturan “jatah proyek” APBD.
« Meminta/menerima hadiah ataupun sesuatu pada proses perencanaan
APBD.

2 Penganggaran APBD
O * Pembahasan dan pengesahan RAPBD - “uang ketok” dll
« Dana Aspirasi dan Pokok Fikiran (Pokir) yang tidak sah

03 Pelaksanaan APBD:
« Mark-up, Penurunan spek/kualitas dan pemotongan oleh bendahara pada
saat Pengadaan Barang Jasa (PBJ)

04 Perizinan, Pembahasan dan Pengesahan Regulasi, Pengelolaan
Pendapatan Daerah, Rekrutmen, Promosi, Mutasi, dan Rotasi
Kepegawaian, Pelayanan Publik, Proses Penegakan Hukum

Sumber: Itjen Kemendagri, Agustus 2022



Mengancam eksistensi
pemerintah

Morris, S.D.; Klesner, J.L. 2010.
Corruption and Trust: Theoretical
Considerations and Evidence from
Mexico. Comparative Political Studies

DAMPAK KORUPSI

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Mendistorsi penyusunan
kebijakan

Rose-Ackerman, S. Corruption and
Government: Causes, Consequence
and Reform. Cambridge: CUP. 1999

Menyuburkan terorisme dan
ekstremis

Chayes, S. 2015. Thieves of State: Why
Corruption Threatens Global Security.
New York: W.W. Norton.

Menghambat pertumbuhan
ekonomi

Mauro, P. Corruption and Growth.
The Quarterly Journal of

Economics 110(3): 681-712. 1995.

Meningkatkan ketimpangan
ekonomi

Hongyi Li, Lixin Colin Xu, Heng-fu Zou.
Corruption, Income Distribution, and
Growth. Economics and Politics,
volume 12, No. 2, July 2000, p. 155-

Mendorong kerusakan
lingkungan

Morse, S. Is Corruption Bad for
Environmental Stability? Ecology
and Society 11(1): 22. 2006.

Menghambat implementasi
kebijakan

Olken, B.; Barron, P. The Simple
Economics of Extortion: Evidence from
Trucking in Aceh. Journal of Political
Economy 117(3): 417-452. 2009.

Menyuburkan budaya egois
dan tidak jujur

Barr, Abigail and Serra, Danila.
Corruption and Culture: An experimenta
analysis. CSAE University of Oxford.
2008.
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II. STRATEGI APARATUR SUPAYA TIDAK
TERJEBAK KORUPSI :

a. Niat bekerja secara tulus & Iklas sesuai Tusi.

. Laporkan aturan hukum apa adanya dan hindari penapsiran hukum yang seolah
bisa dilakukan (anggap di dunia luar orang lebih pintar dan kritis dari pada kita,
Penegak Hukum pasti lebih jeli dan tahu pelanggaran yang kita lakukan )

c. Tercatat semua dalam administrasi Pemerintahan (surat menyurat, pandangan

hukum dan disposisi pimpinan).

d. Gunakan pendekatan Normatif dibanding perasaan.

. Bersiap lepas jabatan sebagai pilihan terakhir vs menjadi tersangka bersama
karena turut serta dalam permufakatan jahat.

o

Q)




II. KEPATUHAN KEPALA DAERAH TERHADAP |~ 3
PUTUSAN INKRACHT:

DEFINISI PUTUSAN INKRACHT

Putusan pengadilan yang disebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht Van
Gewijsde) berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang
Grasi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2010 adalah

Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi,
Putusan Pengadilan Tingkat Banding yang tidak diajukan kasasi,
atau putusan kasasi Mahkamah Agung

Kekuatan Hukum Putusan Inkracht

1. Kekuatan Mengikat: suatu putusan hakim dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa atau perkara dan
menetapkan hak atau hukumnya atas dasar permintaan dari pihak yang berperkara untuk diselesaikan
perkaranya di pengadilan. Terhadap putusan hakim tersebut para pihak yang berperkara harus taat dan
tunduk, menghormati, serta menjalankannya dengan sebagaimana mestinya

2. Kekuatan Pembuktian: suatu putusan hakim dituangkan dalam bentuk tertulis yang merupakan akta
autentik, yang bertujuan untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang berperkara

3. Kekuatan Eksekutorial: kekuatan untuk dilaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut
oleh alat negara
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1. ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf L Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan, menyatakan bahwa “Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi putusan

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

2. Bagian Kelima HIR Pasal 195 sampai dengan 224 tentang Menjalankan Keputusan

3. Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Pengakhiran Tugas
dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional : Menkeu berwenang melaksanakan dan

mematuhi putusan inkracht perkara BPPN

4. Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.01/2015 tanggal 16 April 2015 tentang Pelaksanaan
Putusan Hukum

5. Fatwa MA RI No. 23A/KMA/HK.01/11/2013 tanggal 13 Februari 2013, Kemenkeu punya
kewenangan dan dasar hukum untuk melaksanakan putusan inkracht dan demi memberikan

kepastian hukum dan keadilan, Menkeu RI wajib segera mengeluarkan Surat Keputusan untuk
melakukan pembayaran.
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6. LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014,
putusan inkracht seharusnya diakui sebagai kewajiban Pemerintah,
dan telah diberikan celah fiskal dalam UU APBN

7. Rapat Kerja Komisi XI DPR RI tanggal 08 Juli 2013, Kemenkeu
agar mematuhi dan melaksanakan amar putusan inkracht




IV.GUGATAN PEMERINTAH DAERAH e
TERHADAP PEMERINTAH PUSAT

Bahwa kebijakan pemerintah merupakan kesepakatan/komitmen bagi seluruh penyelenggara
negara, sehingga harus dipatuhi dan dilaksanakan secara konsisten.

Apabila terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka dalam rangka
menjaga wibawa pemerintah, wajib diselesaikan secara administrasi kedinasan antar lembaga
pemerintah.

Tindakan gugat menggugat melalui lembaga peradilan dalam penyelesaian permasalahan
merupakan langkah yang kurang bijaksana dalam ketatanegaraan.

Penyelesaian antar Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ditempuh dengan upaya
administrative ketatanegaraan, dengan difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, serta
tidak melakukan upaya penyelesaian di lembaga peradilan.



PERAN BIRO/BAGIAN HUKUM DALAM REPUBLIK INDONESIA g
PENANGANAN PERKARA DIPENGADILAN

i BERDASARKAN PERMENDAGRI 12 TAHUN 2014
 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI i
i LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN
 PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3 Perkara hukum sebagaimana meliputi:
a. litigasi; dan
b. non litigasi.

Catatan : agar permendagri 12 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH
DAERAH dijadikan pedoman dalam penanganan
perkara di pengadilan bagi biro/ bagian hukum.



DATA PENANGANAN PERKARA DI L
LEMBAGA PERADILAN

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG di MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2019 - SEPTEMBER 2022

- - “““

2019

12 1 4 0 17

12 2 3 0 17

30 2 5 13 50

82 9 16 13 120




PENANGANAN PERKARA DI PENGADILAN ~~ =ioness

HAK UJI MATERIIL di MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2019 -

SEPTEMBER 2022

mmﬁiﬁam

- 2019 0 0 3 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TAHUN 2019 -

n 2020 4 0 1 0 5 SEPTEMBER 2022

n 2021 4 1 0 0 5

16 1 1 0 18 e 0
2020 4 0 7 11
2021 20 1 12 33
2022 11 0 7 18
1 28 67

.




MENTERI DALAM NEGER!
REPUBLIK INDONESIA

Jokarta, 6 Desember 2019

Nomof @ 1#u/13699/8J Yth. 1. Gubemur
Sifat - 2. Bupat'Walikota
Lampiran | 1 (satu) berkas
Perihal . Peran Biro Hukum dan Bagian di:
Mukum Pemetintah Daerah.
SELURUH INDONESIA

Memperhatikan  dinamika  penyelenggarsan  pemerintahan  daerah,
sabagal langkah pencegahan berbagel permasalshan hukum Migasi (pidana,
pordata, dan lata usaha negara) dan non Nigas, serta dalam upayas
efisiensi/elekifitas supremasi hukum pelaksanaan pemerintahan, bersama inl
diperintahkan kepada Saudara/l hal-hal sebagal berikut
1. Agar dalam penyelesalan permasalahan hukum antar Pemerintah Daerah
Provinsi’Kabupaten/Kota ditempuh dengan upaya administrat! ketatanegaraan,
dengan difasiitasi oleh Kementerian Dalam Neger, serta tidak melakukan
upaya penyelesaian di lembaga peradian

2. Memaksimalkan peran Biro Hukum dan Bagian Hukum dalam memfilter
borbagal kebijakan (beschiking dan regeliing) dan penyelesaian permasalahan
hukum Pemerintah Daerah

3. Memperhatikan konsistensl kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Biro
Mukum dan Baglan Mukum dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas
dalam melaksanakan tugns dan fungsl Bidang Mukum

4. Memperhatikon sarana dan prasarana pelaksanaan tugas Migasi dalam
rangka menjags wibawa pemerintah di ingkungan lembaga peradilan

5. Berkaitan dengan hal-hal tersebut dintas, agar Saudara menyampaikan laporan
terkail tindak lanjut pelaksansan kepada Menteri Dalam Negerl oq Sekretaris
Jenderal (format laporan terlampir) paling lambat bulan Maret 2020

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab

PENGUATAN PERAN BIRO/ BAGIAN HUKUM

CATATAN:

LAMPIRAN SURAT MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR RO /7 1hhgassy
TANGGAL b Desember 2019
LAPORAN EXSISTENSI BIRO/BAGIAN HUKUM
NOMOR URAIAN AN 20t PROGRES SAAT INI KETERANGAN
TERLAKSANA BELUM TERLAKSANA/
TERSEDIA BELUM TERSEDIA
1 2 3 1 5 6
] Peoran BuoBagian Mukuen  dalem
Tugas dan Fungsi Analss Telaah
Kobw ahan Pomernntah Daerah
2 Poran  BeoBagian Mukum  dataem
Tugas dan Fungsl Penyelessian
Pormasatahan Mukum
3 S5DM Mlm Hubkum (Kuanitas |
4 Kapasitas SDM BuoBagan Hubum
{ Kuaktas |
s Sarana dan Prasarana Pelatsanasn
Tugas Litgas
Ketorangan Gubermur / Bupat / Walkots
Kolom 3 dan 4 Di isi dengan kondaitakia empes tatwn 2019
Kolom 5 Tindak lanjutprogress per Maret 2020 nd
Kolom 6 Peryeiasan mengena: kondas-konces tortentu

(nama lengkap)

Tito Kamawvian, Ph.D
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